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ABSTRAK 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi 

keuangan pada Kampung Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan prinsip 

akuntansi berterima umum.Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data primer dan 

sekunder. Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kuesioner. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dasar pencatatan yang digunakan di 

Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak adalah cash basic yaitu setiap 

transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat keluarnya kas. Laporan Kekayaan 

Milik Desa Pemerintah Kampung Kandis tidak menghitung penyusutan terhadap aset 

tetap. Tidak melakukan perhitungan persediaan yang masih tersisa diakhir periode 

akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa penerapan akuntansi 

pada pemerintahan Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak belum 

sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. 
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The purpose of this study was to determine the suitability of the application of 

financial accounting in Kandis Village, Kandis District, Siak Regency with generally 

accepted accounting principles. This study used primary and secondary data types. To 

obtain the data and information needed in the thesis preparation, data collection 

techniques were carried out by means of interviews and questionnaires. 

Based on the research results, it is known that the basis for recording used in 

Kandis Village, Kandis District, Siak Regency is cash basic, that is, every transaction is 

recorded at the time of receiving cash or at the time of cash out. Village Property Report 

The Village Government of Kandis Village does not calculate depreciation of fixed assets. 

Do not calculate the remaining inventory at the end of the accounting period. Based on 

the results of the study, it was concluded that the application of accounting in the 

government of Kandis Village, Kandis District, Siak Regency was not fully in accordance 

with the Generally Accepted Accounting Principles. 

 
 

Keywords: Financial Accounting 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pemerintahan desa ialah tingkat pemerintah akan terkecil yang 

berhadapan langsung dengan rakyat, maka pemerintah desa dapat berkontribusi 

kepada pemerintah pusat dalam mengelola pengembangan pembangunan, fasilitas, 

pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

pengelolaan keuangan desa menyatakan “desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat 

universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang 

terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) 

maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada  

sector pertanian. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang 

Desa menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, 
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kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pendapatan adalah 

semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa 

dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pelaksana Pengelolaan 

Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang 

melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa 

yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

Laporan keuangan adalah laporan yang didalamnya mengandung 

informasi tentang kinerja keuangan dalam periode tertentu. Dalam perusahaan, 

informasi kinerja keuangan digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal 

perusahaan. Pada pihak internal, laporan keuangan bertujuan untuk 

membandingkan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode pencatatan 

yaang selanjutnya dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pada 

pihak esternal, laporan keuangan dimanfaatkan contohnya sebagai dasar untuk 

membandingkan kemampuan perusahaan dalam membauar deviden, dengan 

demikian investor akan mengambil keputusan untuk menjual atau menambah 

saham yang dimiliki. Laporan keuangan dapat dibuat secara mingguan, bulanan, 

triwulan, atau tahunan. 
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Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran 

pendapatan dan belanja daaerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Dana desa juga merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk 

mengalokasikan anggaran transfer Desa didalam APBN sebagai wujud pengakuan 

dan penghargaan Negara kepada desa. Prioritas penggunaan dana desa diatur 

melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang prioritas 

penggunaan Dana Desa Tahun 2017. 

Akuntansi desa adalah pencatatan yang dilakukan oleh desa, dimana 

bermula dari pengumpulan bukti transaksi yang terjadi di desa, setelah itu 

dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan mendapatkan 

informasi akuntansi yang akan digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan 

desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa adalah masyarakat 

desa, perangkat desa, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat. 

Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 “tentang Pedoman Pembangunan 

Desa menyatakan bahwa Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban 

desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau 

barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelakasanaan 
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hak dan kewajiban desa. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah pasal 212 ayat (2) menyatakan bahwa hak dan kewajiban 

menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.” 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 “pengertian pengelolaan 

desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan 

desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Mengacu kepada Permendagri No 

20 Tahun 2018 “laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan 

desa berupa 1) Anggaran, 2) Buku Kas, 3) Buku Pajak, 4) Buku Bank, 5) Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA)” 

Proses akuntansi berdasarkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan 

Desa (IAI-KASP, 2015) “tentang pedoman asistensi akuntansi keuangan desa itu 

dimulai dari yang pertama tahap pencatatan, tahap ini merupakan langkah awal 

dari siklus akuntansi, berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan 

pencatatan ke dalam buku yang sesuai. Tahap yang kedua yaitu tahap 

penggolongan, tahap penggolongan ini merupakan tahap mengelompokkan 

catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun 

dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit. 

Tahap yang ketiga yaitu tahap pengikhtisaran, pada tahap ini dilakukan 

pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Dan tahap yang ke empat adalah tahap 

pelaporan, tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi, kegiatan yang 
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dilakukan pada tahap ini adalah 1) membuat Laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi Pelaksanaan APBDes, 2) Laporan Kekayaan Milik Desa.” 

Kampung Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak adalah 

Kampung/Desa yang ada di Kecamatan Kandis yang berbatasan dengan wilayah 

sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangkalan Linut Kecamatan Pinggir, 

sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis, 

sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Samsam, Kampung Libo Jaya 

Kecamatan Kandis, sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Jambai makmur 

Kecamatan Kandis. Kampung Kandis terbentuk pada tahun 1999, dipimpin 

dengan Kepala Desa yang bernama Abdul Sani Purba dengan jumlah penduduk 

sebanyak 6.124 Jiwa. 

Proses akuntansi yang dilakukan pada Kampung Kandis, ini sudah 

menggunakan sistem yang terkomputerisasi yaitu menggunakan aplikasi Sistem 

Keuangan Desa (Siskeudes). Kampung Kandis ini pertama kali membuat proses 

perencanaan dan penganggaran desa untuk menetapkan dan menyusun kegiatan 

dimasa yang akan datang. Perencanaan pembangunan desa ini terdiri dari 

penyusunan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yaitu 

rencana kegiatan desa untuk jangka waktu 6 tahun, dan RKPDesa (Rencana Kerja 

Pemerintah Desa) merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 

tahun yang dituangkan dalam penyusunan anggaran yaitu Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa dalam pelaksanaan anggaran tersebut maka akan timbul 

transaksi. 
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Penginputan data transaksi yang berkaitan dengan penerimaan desa 

maupun pengeluaran desa yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan desa akan 

menghasilkan Buku Kas Umum Desa (Lampiran 5). Setelah itu membuat Buku 

Pajak yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang 

berhubungan dengan pajak. Lalu membuat Buku Bank yang digunakan untuk 

mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang 

bank. Selanjutnya membuat Buku Kas Pembantu Kegiatan yang digunakan untuk 

mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan yang berhubungan dengan kas 

saja (Lampiran 6). Setelah itu Kampung Kandis membuat Buku Inventaris Desa 

yaitu digunakan untuk mencatat barang-barang yang dimiliki desa. Kemudian 

Kampung Kandis membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang 

digunakan untuk memperoleh informasi posisi keuangan. Terakhir Kampung 

Kandis membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1). 

Beberapa permasalahan yang terjadi di Kampung Kandis, Kecamatan 

Kandis, Kabupaten Siak yakni masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai 

dalam proses penatausahaan untuk pertanggungjawaban dengan Permendagri 

Nomor 20 Tahun 2018 yaitu desa Kampung Kandis, Kecamatan Kandis, 

Kabupaten Siak tidak melakukan penyesuaian terhadap alat tulis kantor dan bahan 

habis pakai dan tidak mencatat aset tetap. 

Kampung Kandis menerima dana desa dari pusat yang langsung masuk 

ke rekening Desa. Dana ini akan digunakan untuk keperluan desa. Jika ada 

transaksi penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai, Bendahara Kampung 

Kandis mencatatnya pada Buku Kas Umum-Tunai disertai bukti transaksi berupa 
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kwitansi dan nota (Lampiran 5). Selanjutnya desa menyajikan Buku Bank Desa 

untuk merekap uang masuk dan penarikan keuangan, sedangkan buku pembantu 

pajak digunakan untuk rekapitulasi keuangan pajak. Selain itu, desa tersebut 

memiliki Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Pembantu Rincian Pendapatan 

untuk melengkapi pencatatan agar lebih jelas dan rinci. Semua pencatatan 

dilakukan dengan menggunakan basis kas (Cash Basis), yaitu teknik pencatatan 

saat pendapatan diakui ketika kas diterima sedangkan beban diakui ketika kas 

dibayarkan atau teknik pencatatan saat transaksi terjadi dimana uang benar-benar 

diterima atau dikeluarkan. 

Setelah pencatatan dibuat dengan jelas, desa Kampung Kandis  

membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDes untuk mencatat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan sehingga akan diketahui pada akhir periode 

sisa lebih/kurang perhitungan anggaran. Selanjutnya Kampung Kandis membuat 

Laporan Kekayaan Milik Desa yang menyajikan aset lancar, aset tidak lancar, 

kewajiban dan ekuitas pemerintah desa per 31 Desember tahun 2017 dan 2018. 

Dalam laporan kekayaan milik desa pada bagian akumulasi penyusutan aktiva 

tetap bersaldo Rp 0, karena bendahara desa tidak menghitung jumlah penyusutan 

pada aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan 

dan instalasi. Desa juga tidak menyajikan nilai tanah dalam Laporan Kekayaan 

Milik Desa padahal desa memiliki tanah tersebut. 

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 terdapat aset tetap 

senilai Rp 871.244.577 yaitu berupa peralatan dan mesin sebesar Rp 19.711.150, 

gedung dan bangunan sebesar Rp 21.810.206, jalan, jaringan dan instalasi sebesar 
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Rp 829.723.218. Disaldo Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 saldo aset 

tetap adalah senilai Rp 1.250.005.090 yang terdiri dari peralatan dan mesin 

sebesar Rp 114.544.820, gedung dan bangunan sebesar Rp 185.988.410, jalan, 

jaringan dan instalasi sebesar Rp 941.747.800, aset tetap lainnya sebesar Rp 

7.724.000 (Lampiran 1). Pemerintahan Kampung Kandis tidak melakukan 

penambahan aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa untuk tahun 2017. 

Dalam Laporan Kekayaan Miliki Desa Kampung Kandis, Kecamatan Kandis 

Kabupaten Siak pada bagian akumulasi penyusutan asset tetap bendahara desa 

tidak menghitung jumlah akumulasi penyusutan pada asset tetap yang dimiliki 

oleh peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi dan 

asset tetap lainnya. 

Berdasarkan proses akuntansi selama ini yang dilakukan Kampung 

Kandis Kecamatan Kandis sudah menggunakan aplikasi khusus yaitu Sikeudes 

aplikasi sitem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pembuatan pelaporan 

keuangan agar pencatatan lebih terperinci dan akurat. 

Berdasarkan fenomena yang ada, sangat tertarik mengambil judul 

Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kampung Kandis Kecamatan 

Kandis Kabupaten Siak. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Apakah penerapan akuntansi keuangan pada Kampung Kandis, Kecamatan 

Kandis, Kabupaten Siak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi 

keuangan pada Kampung Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak telah sesuai 

dengan prinsip akuntansi berterima umum. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat yang 

diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

 

Dapat menambah wawasan dalam hal penerapan prinsip-prinsip 

akuntansi desa dalam pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian laporan 

keuangan Kampung Kandis. 

2. Bagi Kantor Kampung Kandis 

 

Manfaat penelitian bagi Kampung Kandis yaitu mengetahui manfaat 

dari penerapan akuntansi beserta proses akuntansi dalam pengelolaan keuangan 

desa yang baik yang nantinya akan menjadikan Kampung Kandis sebagai desa 

yang baik dalam penerapan pembuatan laporan keuangan desanya dan dapat 

menjadi contoh bagi desa-desa lain. 

3. Bagi Peneliti Lanjutan 

 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian yang 

sejenis yang dapat dijadikan sebagai pembanding bagi penelitian lebih lanjut 

terhadap materi yang sama sehingga penelitian ini dapat di sempurnakan. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

 

Sebagai gambaran mengenai permasalahan diatas dan untuk 

memberikan penjelasan mengenai susunan penulisan maka berikut ini penulis 

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 

Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

Dalam bab ini menjelaskan telaah pustaka yang berhubungan dengan 

penulisan dan hipotesis serta mengemukakan konsep operasional 

penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 

Pada Bab ini dijelaskan tentang lokasi penelitian operasional 

variable penelitian, populasi, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, serta analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum objek 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam bab ini mencakup simpulan yang diperoleh dari penelitian, 

dan kemudian di berikan beberapa saran yang bermanfaat bagi 

Kantor Desa maupun bagi penulis.  
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BAB II 

 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Telaah Pustaka 

 

2.1.1 Definisi Akuntansi 

 

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, 

mengklarifikasi, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya 

akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak- 

pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (Sujarweni, 2015:1). 

Menurut Purba (2014:3) secara umum, akuntansi dapat didefenisikan 

sebagai: Akuntansi sebagai seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran 

dengan cara yang sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian 

yang setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan serta 

penginterprestasian hasil dari pencatatan tersebut. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 

(2010) pasal 1 ayat 2 akuntansi adalah: 

Proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta 

penginterprestasian atas hasilnya. 

Menurut Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu: 

 

1. Akuntansi Keuangan (Financial Accounting) adalah bidang akuntansi  

yang menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk semua 

pihak terutama pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang 

dihasilkan bersifat serbaguna. 
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2. Akuntansi Manajemen (Management Accounting) adalah akuntansi yang 

digunakan untuk memberikan informasi bagi manajemen agar manajemen 

dapat mengambil sebuah keputusan untuk dapat mencapai tujuan 

perusahaan. 

3. Akuntansi Biaya (Cost Accounting) adalah akuntansi yang kegiatan 

utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, 

mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga 

pokok produksi. 

4. Akuntansi Pemeriksaan (Auditing) Bidang ini berhubungan dengan 

pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa 

lebih dipercaya secara obyektif. 

5. Sistem Akuntansi (Accounting System) Bidang ini melakukan perancangan 

dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi. 

6. Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting) adalah bidang akuntansi yang 

bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan 

dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku. 

7. Akuntansi Anggaran (Budgeting) Bidang ini berhubungan dengan 

penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan 

untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan 

pengawasannya. 

8. Akuntansi Organisasi Nir laba (Non Profit Accouting) adalah bidang 

akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba 

seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain. 
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2.1.2 Tujuan Dan Manfaat Akuntansi 

 

Seperti kita ketahui bahwa akuntansi memiliki peran penting dalam sebuah 

badan atau organisasi khususnya yang berbasis profit atau keuntungan dan 

finansial atau keuangan. Oleh karena itu, pastilah akuntansi memiliki tujuan dan 

manfaat serta fungsi. 

Tujuan utama akuntansi adalah mengumpul dan melaporkan informasi 

keuangan suatu bisnis. Akuntansi pada akhirnya akan menghasilkan laporan 

keuangan yang sesuai dengan aturan Standarisasi Akuntansi Keuangan (GAAP) 

dan IFRS. Akuntansi memiliki beberapa tujuan baik untuk bisnis, masyarakat, 

pemerintah ataupun negara.Bagi pemiliki bisnis, salah satu tujuan atau manfaat 

akuntansi dalam menarik investor berdasarkan laporan keuangan yang mereka 

miliki. Bagi masyarakat, menjadi keuntungan buat mereka karena dengan adanya 

laporan keuangan, pajak bisnis tersebut akan adil jumlahnya sehingga akan 

kembali ke masyarakat. Bagi pemerintah, dengan adanya laporan keuangan yang 

jelas, Pajak pendapatan dan pajak lainnya akan mampu mereka taksir dengan adil. 

Manfaat akuntasi penting bagi banyak pihak. Beberapa manfaat akuntansi 

antara lain Pura (2013:6): 

1. Menyajikan informasi keuangan sebagai dasar membuat keputusan 

manajerial. 

2. Menyediakan informasi berupa jenis jenis laporan keuangan kepada pihak 

eksternal. 

3. Sebagai alat kontrol dan pengendali keuangan. 

4. Mempermudah proses evaluasi keuangan perusahaan. 

 

5. Menyediakan dasar dalam mengalokasikan sumber daya. 

  

https://dosenakuntansi.com/manfaat-akuntansi
https://dosenakuntansi.com/jenis-jenis-laporan-keuangan
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6. Membuat pencatatan transaksi keuangan dari bukti keuangan sesuai unsur- 

unsur laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

7. Membantu untuk mengetahui berbagai pengeluaran sesuai macam-macam 

rasio keuangan. 

 

2.1.3 Persamaan Akuntansi Dan Kode Akun 

 

a. Persamaan akuntansi 

 

Menurut IAI KASP Tahun 2015 persamaan akuntansi merupakan 

gambaran antara sebuah laporan keuangan yang saling berhubungan. 

Menurut IAI KASP 2015 ada lima elemen pokok dalam laporan keuangan 

diantaranya: aset, kewajiban, pendapatan, belanja dan kekayaan bersih. Dalam 

pencatatan transaksi lebih mudah untuk dilakukan apabila memahami persamaan 

akuntansi yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Persamaan dasar akuntansi ini sangat sederhana dengan mengambil tiga 

elemen pokok dalam laporan keuangan, yaitu dengan rumus: 

Aset = Kewajiban + Kekayaan Bersi 

 

2) Persamaan akuntansi yang diperluas, dengan rumus yaitu: 

 

Aset + Belanja = Kewajiban + Kekayaan Bersih + Pendapatan +/- 

Pembiayaan netto 

https://dosenakuntansi.com/unsur-unsur-laporan-keuangan
https://dosenakuntansi.com/unsur-unsur-laporan-keuangan
https://dosenakuntansi.com/unsur-unsur-laporan-keuangan
https://dosenakuntansi.com/macam-macam-rasio
https://dosenakuntansi.com/macam-macam-rasio
https://dosenakuntansi.com/macam-macam-rasio
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Atau 

 

Aset = kewajiban + kekayaan bersih + (pendapatan– belanja) +/- 

Pembiayaan netto 

Menurut IAI KASP Tahun 2015 unsur-unsur yang ada pada laporan 

keuangan desa dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Aset, yang merupakan sumber daya ekonomi asli yang dimiliki sebagai 

akibat dari peristiwa masa lampau dan manfaat sosial dimasa yang akan 

datang serta dapat diukur dengan satuan uang. Aset dapat dibagi menjadi 

dua antara lain: 

a) Aset lancar, merupakan aset dalam masa periode waktu tidak lebih 

satu tahun. Terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. 

b) Aset tidak lancar, merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis lebih 

dari satu tahun. Terdiri dari investasi permanen, aset tetap, dana 

cadangan, dan aset tidak lancar lainnya. 

2. Kewajiban adalah hutang yang muncul akibat dari peristiwa masa lampau 

yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan aliran keluar dari sumber 

ekonomi yang dimiliki. Kewajiban ini ada yang bersifat jangka pendek, 

dan jangka panjang. 

3. Kekayaan bersih merupakan selisih antara aset dengan kewajiban yang 

harus dipenuhi olleh desa sama sampai dengan tanggal 31 Desember atau 

sama dengan satu tahun. 

4. Pendapatan merupakan penerimaan yang dapat menambah saldo anggaran 

lebih masa periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah desa dan 

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan desa. 
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5. Belanja merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara desa 

sehinga dapat dimengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun 

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah desa. 

6. Pembiyaan merupakan penerimaan atau pengeluaran yang tidak 

mempengaruhi pada kekayaan bersih dalam suatu entitas yang perlru 

dibayar kembali atau diterima kembali baik pada tahun anggaran 

bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya guna untuk menutup 

defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

b. Kode Akun 

 

Menurut IAI KASP tahun 2015 kode akun merupakan suatu penamaan 

atau penomoran yang digunakan untuk mengklasifikasikan pos atau rekening 

transaksi. Setiap jenis pos dalam satu sistem akuntansi harus memiliki kode atau 

nomor yang dapat dibedakan sesuai dengan kelompoknya. 

Kode akun akan digunakan dalam pencatatan keuangan pemerintah desa 

sebaiknya ditetapkan seragam sehingga laporan keuangan desa bisa saling 

diperbandingkan. Bahkan apabila diperlukan akan memudahkan dalam melakukan 

kompilasi laporan keuangan seluruh desa yang ada pada suatu kabupaten atau 

kota. 

2.1.4 Pengertian Desa 

 

Menurut Hanif (2011:2) desa merupakan : 

 

Suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling 

mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatife 

sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan 

kemasyarakatannya. 
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Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Desa adalah: 

 

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masayarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat 

universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang 

terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) 

maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada 

sektor pertanian (Yuningsih, 2019). 

 

2.1.5 Defenisi Akuntansi Desa 

 

Menurut Sujarweni (2015:17) mengatakan bahwa Akuntansi Desa adalah : 

Pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota- nota 

kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan 

menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak- 

pihak yang berhubungan dengan desa. 

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa Akuntansi Desa adalah suatu proses pencatatan transaksi yang 

terjadi di desa disertai dengan bukti-bukti transaksi yang akan disajikan dalam 

laporan keuangan desa untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan laporan keuangan desa tersebut. 
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2.1.6 Pengertian Pemerintah Desa 

 

Pengertian pemerintahan Desa menurut Sujarweni (2015:7) Pemerintahan 

Desa ialah organisasi ekstensi pemerintahan pusat yang mempunyai fungsi untuk 

memerintah masyarakat yang ada di pedesaan demi merealisasikan 

pengembangan desa itu sendiri. 

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 

 

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahaan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten 

atau kota. 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

 

Pemerintahan Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan 

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 

Menurut PP No 47 Tahun 2015: 

 

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau 

disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
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2.1.7 Kewenangan Desa 

 

a. Kepala Desa 

 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 kepala desa (kades) 

merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili 

pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala 

desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai 

kewenangan: 

1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa 

 

2) Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa) 

 

3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa 

 

4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa 

 

5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebam 

APBDesa. 

Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh 

PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa, yakni: 

a) Sekretaris desa 

 

b) Kepala seksi 

 

c) Bendahara 

 

PTPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. 

 

b. Sekretaris Desa 

 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sekretaris desa bertindak 

selaku koordinator PTPKD yang mempunyai tugas: 

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa 

 

2) Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBD 

PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa 

3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah 
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ditetapkan dalam APBDesa 

4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa 

 

5) Melakukan verifikasi terhadap bukti – bukti penerimaan dan pengeluaran 

APBDesa. 

c. Kepala Seksi 

 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 kepala seksi bertindak 

sebagai pelaksan kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas: 

1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiataan yang menjadi tanggung 

jawabnya.  

2) Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarkatan desa 

yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. 

3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran 

belanja kegiatan. 

4) Mengendalikan pelaksaan kegiatan. 

 

5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. 

 

6) Menyiapkan dokuen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan. 

d. Bendahara 

 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bendahra dijabat oleh staf 

pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, 

menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan memepertanggungjawabkan 

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

APBDesa. 
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2.1.8 Aspek-Aspek dan Karakteristik Akuntansi 

 

Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 

2015 : 6) adapun aspek-aspek dari akuntansi sebagai berikut: 

a. Aspek Fungsi 

 

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas ( misalnya 

pemerintahan desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. 

Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, 

pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya 

kepala desa) yang dapat dimanfaat baik oleh pihak internal maupun 

eksternal. 

b. Aspek Aktivitas 

 

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, 

menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah 

menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan. 

Karakteristik penting akuntansi, meliputi : 

 

1) Pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi 

keuangan. 

2) Akuntansi sebagai suatu system dengan input data/informasi dengan 

output informasi dan laporan keuangan. 

3) Informasi keuangan terkait suatu entitas 

 

4) Informasi dikomunikasikan untuk pemakai dalam pengambilan 

keputusan. 

2.1.9 Penggunaan Akuntansi Desa 

 

Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 

2015:6-7) Pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan 

informasi akuntansi adalah: 
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a. Pihak Internal 

 

Pihak internal adalah pihak yang berada didalam struktur 

organisasi Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan 

Kepala Urusan/Kepala Seksi. 

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

 

Yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan APBDesa. 

c. Pemerintah 

 

Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik 

dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil dan bantuan keuangan. 

d. Pihak Lainnya 

 

Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih 

banyak lagi pihak-pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan 

keuangan desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan 

sebagainya. 

 

2.1.10 Prinsip-Prinsip Akuntansi 

 

Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 

2015 : 7-8): 

Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan 

dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya 

prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib.Hal itu dikarenakan 

prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-    

rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. 

Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan 

keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal 
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untuk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan 

pemerintah Desa lainnya. 

Ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan: 

 

a. Prinsip harga perolehan 

 

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta 

(aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan 

sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. 

Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang 

dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank. 

b. Prinsip Realisasi Pendapatan 

 

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana 

mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. 

Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (aset) dan 

berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan 

pada pemerintah Desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya 

transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima. 

c. Prinsip Objektif 

 

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh 

bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak 

ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan 

pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan- 

kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya. 

d. Prinsip Pengungkapan Penuh 

 

Dalam pembuatan laporan keuangan desa hendaknya 

mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara 

kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan. 
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e. Prinsip konsistensi 

 

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai 

konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam 

pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, 

yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah 

desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya. 

 

2.1.11 Siklus Akuntansi Keuangan Desa 

 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam buku praktek, Siklus 

akuntansi terdiri dari 4 tahap yaitu Tahap Pertama, pembuatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Tahap Kedua, transaksi yang timbul 

dari Desa, setelah anggaran dan pendapatan Desa disahkan dan  akan  

dilaksanakan disertai bukti-bukti berupa nota maupun kwitansi. Tahap Ketiga, 

transaksi yang timbul dari Desa kemudian dibukukan, setelah anggaran dan 

pendapatan belanja Desa di sahkan,kemudian dilaksanakan yang akan dibukukan 

oleh bendahara Desa dengan membuat Buku Kas Umum, Buku Kas Harian 

Pembantu, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank Dan Neraca Kas. Tahap 

Keempat, pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

Sedangkan menurut (IAI-KASP, 2015:12-13) tahapan siklus akuntansi 

Desa yaitu: 

a. Tahap Pencatatan 

 

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal 

dari buktibukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku 

yang sesuai. 
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b. Tahap Penggolongan 

 

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti 

transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan 

tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku 

besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan 

dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit. 

c. Tahap Pengikhtisaran 

 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. 

Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah 

dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan 

Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam 

memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan 

Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. 

Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan 

Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah 

pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu 

indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar. 

d. Tahap Pelaporan 

 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan 

yang dilakukan pada tahap ini : 

1) Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang 

bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. 
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2) Laporan Kekayaan Milik Desa 

 

Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan 

kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu. 

 

2.1.12 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 

 

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini dikembangkan 

bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi siskeudes ini ditujukan 

kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa 

mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. 

Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui 

permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada 

Kemendagri atau perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan 

Aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat 

diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah perintah daerah yang 

bersangkutan. 

Di dalam aplikasi Siskeudes ini terdapat data entri, dimana secara umum 

menu data entri merupakan menu yang digunakan oleh pemerintah desa. Menu 

data entri dibagi dalam 4 kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan 

pengelolaan keuangan desa. 

Pengelompokan menu data entri dimaksud terdiri dari: 

 

a. Modul - Perencanaan, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk 

merekam Data Umum Desa, RPJMDesa dan RKPDesa. 

b. Modul – Penganggaran, merupakan kelompok menu yang digunakan  

untuk melakukan prosedur penyusunan anggaran dengan output utama 

APBDesa dan Penjabaran APBDesa. 
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c. Modul – Penatausahaan, merupakan kelompok menu yang digunakan 

untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan 

anggaran APBDesa yang meliputi pengajuan SPP, pencairan dan 

pertanggungjawaban. Output utama menu ini adalah buku-buku 

penatausahaan keuangan desa seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), 

Buku Kas Umum-Tunai, Buku Bank dan Buku Pajak. 

d. Modul – Pembukuan, Merupakan kelompok menu dalam rangka 

menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang meliputi Laporan 

Pelaksanaan Anggaran APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.  

2.1.13 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa 

 

a. Sistem Pencatatan 

 

Menurut Rasdianto (2013:4) dalam proses pencatatan yang merupakan 

salah satu proses akuntansi, akuntansi menggunakan system pencatatan. Menurut 

Rasdianto (2013:4). Ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu: 

1) Single Entry 

 

Sistem pencatatan single entry disebut dengan sistem tata buku 

tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu 

kali. Transasksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi 

penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan transaksi yang 

berakibat kurangnnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam Buku 

Kas Umum. 

2) Double Entry 

 

Sistem pencatatan double entry disebut sistem tata buku 

berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa 

setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi 

debit dan satu disisi kredit.  

  



28 

 

Setiap Pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit 

dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem 

double entry sering disebut dengan istilah menjurnal. 

3) Triple Entry 

 

Sistem pencatatan triple entry adalah sistem pencatatan yang 

menggunakan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku 

anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan 

tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada 

double entry. Dengan adanya pencatatan ini maka dapat dilihat sisa 

anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran 

pendapatan belanja daerah. Pencatatan dengan sistem triple entry ini 

dilaksanakan saat pencatatan double entry dilaksanakan, maka sub bagian 

keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku 

anggaran. 

 

2.1.14 Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa 

 

Menurut Halim dan Kusufi (2012: 46-51) adalah sebagai berikut : 

 

1) Basis Kas (Cash Basis) 

 

Basis kas merupakan salah satu konsep yang sangat penting 

dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan 

ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau 

dikeluarkan. 

2) Basis Akrual (Accrual Basis) 

Transaksi dicatat pada saat terjadinya tanpa memperhatikan saat 

kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual 

digunakan untuk pengukuran asset, kewajiban dan ekuitas dana. 
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3) Basis Kas Modifikasian (Modified Cash Basis) 

 

Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan 

melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis 

akrual. 

4) Basis Akrual Modikasian (Modified Accrual Basis) 

 

Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk 

transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual utuk sebagian 

besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh 

pertimbangan kepraktisan. 

 

2.1.15 Pengelolaan Keuangan Desa 

 

Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 

2015 : 2-5) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah sebagai 

berikut keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

a. Perencanaan 

 

1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh 

Kepala desa, dan Dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk 

disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan 

2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati 

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau 

sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

3) Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja 

sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam  

hal ini Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu 

tersebut,maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. 
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4) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus 

dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan 

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil 

evaluasi. 

5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala 

Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang 

APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan 

Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dengan dilakukannya 

pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya 

pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, 

Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional 

penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

6) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 

(tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD 

mencabut peraturan desa dimaksud. 

7) Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan 

Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain, maka langkah 

yang dilakukan adalah : 

a) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 

(dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDesa. 

b) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 

yang ditetapkan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 

c) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus 

dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa melakukan 

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya hasil evaluasi. 
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d) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan 

Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa 

tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan 

usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota. 

b. Pelaksanaan 

 

1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti 

yang lengkap dan sah. 

3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa 

selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. 

4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah 

tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah 

desa. 

5) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa 

ditetapkan menjadi peraturan desa. 

Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan 

operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa 

tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang 

APBDesa belum ditetapkan. 

1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan 

kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggara 

Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh 

Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. 
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2) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang 

menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 

mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggung 

jawaban pelaksanaan kegiatan desa. 

c. Penatausahaan 

 

Bendahara desa wajib : 

 

1) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta 

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan 

penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas 

Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. 

2) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. 

 

d. Pelaporan 

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati/Walikota yang meliputi : 

1) Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa.Semester Pertama. 

2) Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa Semester Akhir. 

e. Pertanggungjawaban 

 

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati /Walikota setiap akhir tahun 

anggaran laporan yang meliputi : 

1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 

Anggaran berkenaan. 

a) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. 

b) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media 

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 
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c) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. 

 

2) Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 

berkenaan 

3) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke 

desa. 

f. Pembinaan dan Pengawasan 

1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan 

penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan 

Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. 

2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa. 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Keuangan Desa 

 

adalah: 

 

Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

 

2.1.16 Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

 

Menurut Wijaya (2018) keuangan desa dikelola berdasarkan praktik- 

praktik pemerintahan yang baik. Asas pengelolaan keuangan desa sesuai 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, antara lain : 

a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan mesyarakat 

untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang 

keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan 

ketenttuan peraturan perundang-undangan. 

b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan 
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pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelakasanaan kebijakan 

yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. 

Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada 

masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut 

sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. 

d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus 

mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. 

e. Ada tiga disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan 

keuangan desa, antara lain sebagai berikut : 

1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasioanl yang mampu dicapai untuk setiap sumber pendapatan, 

sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi 

pengeluaran belanja. 

2) Pengeluaran harus didukung oleh kepastian tersedianya penerimaan 

dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan 

kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit 

anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APBDesa. 

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran 

bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening 

Kas Desa.  

2.1.17 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2014:09) tujuan laporan keuangan 

adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 

dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga 
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amatan 

menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka.” 

Menurut Rudianto (2012:20) tujuan penyajian laporan keuangan adalah : 

 

a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan. 

b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha 

demi memperoleh laba. 

c. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba 

dimasa depan. 

d. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

e. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai 

aktivitas pembelanjaan dan investasi. 

f. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pengguna 

laporan, seperti informasi mengenai kebijaksanaan akuntansi yang dianut 

perusahan. 

2.2 Hipotesis 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah 

diuraikan diatas maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

Penerapan   Akuntansi   Keuangan   Pada   Kampung   Kandis   Kec 

Kandis Kabupaten Siak, belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima 

umum. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2015) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti objek yang 

alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel 

sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik penggabungan 

dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

1. Dasar Penelitian 

 

Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang 

melihat objek penelitian sebagai kesesuaian integritas, yang penelaannya 

kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan 

komprehensif. 

2. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan 

berbagai kondisi, situasi, dan variabel yang menjadi objek penelitian. Proses 

dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. 

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai 

dengan fakta yang ada di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat 

untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai 

pembahasan hasil penelitian. 
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3.2 Objek Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Siak, objek dari penelitian ini 

adalah Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. 

 

3.3 Definisi Variabel Penelitian 

 

Dalam variabel penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana pengetahuan 

dan pemahaman organisasi tentang konsep-konsep dasar akuntansi dan 

menjalankannya dalam organisasi dengan indikator pemahaman sebagai berikut: 

1. Dasar Pencatatan 

 

Ada dua dasar pencatatan yaitu dasar kas dimana penerimaan dan 

pengeluaran akan dicatat atau diakui apabila kas sudah diterima atau 

dikeluarkan. Dasar akrual dimana penerimaan dan pengeluaran dicatat atau 

diakui pada saat terjadinya transaksi tanpa melihat apakah kas telah diterima 

atau dikeluarkan. 

2. Komponen Laporan Laba Rugi 

 

a. Pendapatan 

 

Pendapatan yaitu uang yang didapat dari beberapa transaksi jasa dari 

masyarakat. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka keuntungan 

juga semakin besar. Pendapatan ini berfungsi untuk ekspansi, membayar 

utang dan menutup biaya-biaya organisasi. 

b. Beban Operasional 

 

Beban operasional adalah beban yang dikeluarkan secara rutin oleh 

perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasional organisasi. 
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3. Komponen Laporan Posisi Keuangan 

 

a. Aset 

 

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh organisasi akibat 

kejadian dimasa lalu dan memberikan manfaat ekonomis bagi organisasi 

dimasa yang akan datang. 

b. Liabilitas (Utang) 

 

Liabilitas merupakan kewajiban utang yang harus dibayarkan oleh 

organisasi kepada pihak lainnya. Umumnya, utang yang muncul bertujuan 

untuk memenuhi proses operasional organisasi yang sedang berjalan. 

4. Konsep Dasar Akuntansi 

 

a. Konsep Kesatuan Usaha (Business Entity Concept) 

 

Merupakan pemisahan pencatatan keuangan organisasi dengan keuangan 

pribadi (Sofyan, 2013). 

b. Konsep Periode Waktu 

 

Merupakan konsep yang menyatakan bahwa akuntansi menggunakan 

periode waktu sebagai dasar dalam mengukur dan menilai kemajuan suatu 

organisasi (Rudianto, 2012:20). 

c. Kelangsungan Usaha (Going Concern) 

 

Merupakan organisasi yang berjalan terus menerus sepanjang masa.  

Dalam proses usaha tersebut, senantiasa dibuat laporan keuangan 

organisasi. Laporan keuangan disusun secara periodik dapat dibandingkan 

sehingga diperoleh informasi kemajuan atau kemunduran organisasi. 

Dengan membandingkan laporan keuangan dari suatu periode ke periode 

lainnya, dapat diperoleh suatu data akurat mengenai naik turunnya 

pendapatan dan beban. 

  



39 

 

 

d. Konsep Penandingan (Matcing Concept) 

 

Penetapan beban dan pendapatan perusahaan hanya diakui dalam periode 

yang bersangkutan sehingga beban dan pendapatan yang terjadi benar- 

benar sudah direalisasikan. Perhitungan laba rugi yang dilaporkan 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam jangka waktu tertentu 

atau periode tertentu. Hubungan biaya dengan penghasilan (matching 

concept) melibatkan secara bersamaan atau gabungan antara penghasilan 

dan beban (Bahri, 2016:4).  

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang penulis kumpulkan berdasarkan dari catatan-catatan dan 

dokumen yang diberikan oleh Kampung Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten 

Siak adalah: 

1. Data primer 

 

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari kantor desa berupa data-data yang 

berhungan dengan keuangan dan data lain yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Data ini diperoleh dari bagian bendahara dan sekretaris desa. 

2. Data sekunder 

 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data dari 

kantor desa berupa struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang 

dalam perusahaan serta kegiatan atau aktivitas. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan: 

 

1. Wawancara, merupakan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 

pada pihak-pihak terkait sehubungan dengan masalah yang dibahas, untuk 

memperoleh data tentang penerapan akuntansi keuangan. 
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2. Dokumentasi, menggunakan teknik Dokumentasi dengan mengumpulkan 

data-data seperti laporan keuangan, dan sejarah perusahaan. 

3. Observasi, data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui teknik observasi 

atau pengamatan terhadap objek penelitian. Peneliti ikut terlibat dalam 

kegiatan objek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Selanjutnya dalam menganalisis data penulis menggunakan metode 

deskriptif, yaitu menganalisa dengan menelaah dan membandingkan dengan 

berbagai teori relevan yang berkaitan dengan pembahasan pemecahan pokok 

permasalahan. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian pada Kampung Kandis 

Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Sesuai permasalahan yang dikemukakan 

dalam bab 1 dan pedoman pada teoritis yang relevan dalam bab II, maka penulis 

mencoba menganalisis tentang akuntansi yang diterapkan pada Kampung Kandis 

Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dalam bab ini adalah : 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

4.1.1 Sejarah Singkat Kampung Kandis 

 

Kecamatan Kandis dibentuk berdasarkan peraturan nomor yang 

beribukota di Telaga Sam-Sam. Salah satu desa yang ada di Kecamatan Kandis 

adalah Kampung Kandis. Kampung Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak 

adalah Kampung/Desa yang ada di Kecamatan Kandis yang berbatasan dengan 

wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangkalan Linut Kecamatan 

Pinggir, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kandis Kota Kecamatan 

Kandis, sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Samsam, Kampung Libo Jaya 

Kecamatan Kandis, sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Jambai makmur 

Kecamatan Kandis. Kampung Kandis terbentuk pada tahun 1999, dipimpin 

dengan Kepala Desa yang bernama Abdul Sani Purba dengan jumlah penduduk 

sebanyak 6.124 Jiwa. 
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4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kampung Kandis 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kampung Kandis 
 

Sumber: Kantor Desa Kampung Kandis, 2020 
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4.2 Hasil Penelitian 

 

Penelitian yang dilaksanakan adalah untuk menganalisis dan 

mengevaluasi penerapan akuntansi yang dilaksanakan oleh yayasan dengan 

beberapa masalah yang ditemukan berkaitan dengan penerapan akuntansi yaitu 

penerapan akuntansi persediaan, penerapan akuntansi piutang, penerapan 

akuntansi aktiva tetap dan penyajian data dalam laporan keuangan. Berikut 

pembahasan masing-masing permasalahan yang ada di perusahaan mengenai 

penerapan yaitu: 

4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi 

 

Dasar pencatatan yang digunakan Kampung Kandis Kecamatan Kandis 

Kabupaten Siak untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas adalah 

dengan menggunakan metode single entry, yakni pencatatan dilakukan dengan 

sistem tata buku tunggal atau tata buku. Metode single entry hanya berupa 

transaksi yang mempengaruhi akun kas. Transaksi yang menimbulkan 

bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan berkurangnya kas akan 

dicatat pada sisi pengeluaran. 

Dasar pengakuan pada transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang 

diterapkan oleh Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan 

sistem cash basis yang mana pencatatan dilakukan saat transaksi terjadi dimana 

uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Transaksi tidak akan dicatat jika 

tidak menimbulkan perubahan pada kas. 



44 

 

4.2.2 Siklus Akuntansi 

 

1. Tahap Pencatatan Transaksi 

 

Kampung Kandis mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas 

secara tunai pada Buku Kas Umum (Lampiran 5) disertai bukti transaksi berupa 

kwitansi dan nota. Selanjutnya desa menyajikan Buku Bank Kampung Kandis 

(Lampiran 3) untuk merekap uang masuk dan penarikan keuangan, untuk 

penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak akan dicatat pada 

Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 6). Kampung Kandis juga memiliki Buku 

Kas Pembantu Kegiatan (Lampiran 5) untuk melengkapi pencatatan agar lebih 

jelas dan rinci. Pencatatan transaksi yang dibuat oleh Kampung Kandis dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

a. Buku Kas Umum 

 

Kampung Kandis mencatat setiap transaksi pada Buku Kas Umum, setiap 

penerimaan dicatat pada kolom penerimaan dan setiap pengeluaran dicatat pada 

kolom pengeluaran. Proses penatausahaan untuk pertanggungjawaban sesuai 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 desa Kampung Kandis, Kecamatan Kandis, 

Proses pencatatan buku kas umum tidak dilakukan karena kurangnya sumber daya 

manusia di Kampung Kandis yang akan membuat laporan sesuai dengan 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut. 

Contoh transaksi yang dicatat dalam Buku Kas Umum oleh Kampung 

Kandis diantaranya adalah sebagai berikut. 

18 April 2018 Bendahara desa melakukan pengambilan Dana ADK Rp 

139.530.800 

18 April 2018 Belanja Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kurang Bayar 

Tahun 2016 Rp 29.540.000 
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18 April 2018 Belanja Kegiatan Operasional Kantor Kampung Kurang Bayar 

Tahun 2016 Rp 5.415.800 

18 April 2018 Belanja Kegiatan Operasional RT/RK Kurang Bayar Tahun 2016 

Rp 15.300.000 

18 April 2018 Kegiatan Pembinaan Imam Mesjid, Khatib, Gharim dan guru 

Mengaji Tradisional Kurang Bayar Tahun 2016 Rp 5.275.000 

18 April 2018 Belanja Kegiatan Insentif Guru PAUD Formal dan Non Formal 

Tahun 2016 Rp 2.250.000 

Tabel IV.1 

Buku Kas Umum-Tunai 

Pemerintah Kampung Kandis 

Tahun Anggaran 2018 

 
No Tanggal Rek. Uraian Penerimaan 

(Rp) 

Pengeluaran 

(Rp) 

1. 18/04/2018  Kas dibendahara 139.530.800  

2. 18/04/2018  Belanja Kegiatan 

Operasional Kantor 

Kampung  Kurang Bayar 
Tahun 2016 

 29.540.000 

3. 18/04/2018  Belanja Kegiatan 

Operasional RT/RK 

Kurang Bayar Tahun 

2016 

 5.415.800 

4. 18/04/2018  Belanja Kegiatan 

Operasional RT/RK 

Kurang Bayar Tahun 

2016 

  

15.300.000 

5. 18/04/2018  Kegiatan Pembinaan 

Imam Mesjid, Khatib, 

Gharim dan guru 

Mengaji Tradisional 

Kurang Bayar Tahun 
2016 

 5.275.000 

6. 18/04/2018  Belanja  Kegiatan 

Insentif Guru  PAUD 

Formal dan Non Formal 

Tahun 2016 

 2.250.000 

Sumber : Buku kas Umum-Tunai Kampung Kandis 

 

Berdasarkan Tabel IV.1 Buku Kas Umum yang digunakan Kampung 

Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak telah sesuai dengan Permendagri 

Nomor 20 Tahun 2018 dan IAI KASP 2015. 
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b. Buku Bank 

 

Kampung Kandis membuat Buku Bank Desa untuk merekap uang masuk 

dan penarikan keuangan. Transaksi dalam Buku Bank Desa yang dibuat oleh 

Kampung Kandis dapat dilihat sebagai berikut. 

17 April 2018 Kampung Kandis menerima Dana Kampung sebesar Rp 

270.256.844 

17 April 2018 Kampung Kandis menerima Dana Bantuan Keuangan sebesar Rp 

10.500.000 

17 April 2018 Kampung Kandis menerima Alokasi Dana Kampung sebesar Rp 

139.280.823 

18 April 2018 Kampung Kandis menarik Alokasi Dana Kampung sebesar Rp 

139.280.823 

19 April 2018 Kampung Kandis menarik Alokasi Dana Kampung Tahap I 

sebesar Rp 203.780.978 

24 April 2018 Kampung Kandis menarik Dana Bantuan Guru sebesar Rp 

8.400.000  
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Tabel IV.2 

Buku Bank Desa 

Pemerintah Kampung Kandis 

Tahun Anggaran 2018 

 

Sumber : Buku Bank Kampung Kandis 

 

Berdasarkan Tabel IV.2 Buku Bank Desa yang digunakan Kampung 

Kandis telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan IAI KASP 

2015. 

c. Buku Kas Pembantu Pajak 

 

Untuk penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak 

dicatat pada Buku Kas Pembantu Pajak. Transaksi Buku Kas Pembantu Pajak 

yang dilakukan oleh Kampung Kandis dapat dilihat sebagai berikut. 

21 Mei 2018 Kampung Kandis membayar biaya pembelian  semen  untuk 

kegiatan pembangunan Sarana Olah Raga oleh TPK di Toko 

sebesar Rp 149.529.600. Transaksi ini dikenakan PPN sebesar Rp 

1.495.296 dan Pph Pasal 22 sebesar Rp 224.294. 

 

 
No. 

 

 
Tanggal 

 

 
Uraian 

 
No. 

Buk

ti 

Pemasukan Pengeluaran Saldo 

Setoran 

(Rp) 

Bunga 

(Rp) 

Penarika

n 

(Rp) 

Pajak 

(Rp) 

B.Adm 

(Rp) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 17/04/2018 Dana Kampung  270.256.844     270.256.844 

2 17/04/2018 Dana Bantuan 
Keuangan 

 10.500.000     280.756.844 

3 17/04/2018 Alokasi Dana 
Kampung 

 139.280.823     420.037.667 

4 18/04/2018 Penarikan 
Alokasi Dana 
Kampung 

   139.280.823   280.756.844 

5 18/04/2018 Penarikan 
Alokasi Dana 
Kampung 

   203.780.978   76.975.866 

6  
4/04/2018 

Penarikan 

Alokasi Dana 
Kampung 

   8.400.000   68.575.866 
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21 Mei 2018 Kampung Kandis melakukan  pembelian  pengadaan  bahan  

material di Toko “Bangun Membangun” pada Tgl 21 Mei 2018 

sebesar Rp 10.189.000. Transaksi ini dkenakan PPN sebesar Rp 

101.890 dan PPh pasal 22 sebesar Rp. 15.271. 

21 Mei 2018 Kampung Kandis membeli membeli peralatan kantor dan rumah 

tangga pengadaan AC di Toko “JM Elektronik” pada Tgl 21 Mei 

2018 sebesar Rp 37.890.900. Transaksi ini dkenakan PPN sebesar 

Rp 378.909 dan PPh pasal 22 sebesar Rp. 56.836. 

Tabel IV.3 

Buku Kas Pembantu Pajak 

Pemerintah Kampung Kandis 

Tahun Anggaran 2018 
No Tanggal Uraian Pemotongan 

(Rp) 

Penyetoran 
(Rp) 

Saldo 

1. 21/05/2018 00121/KWT/10.05/2018 

Pembelian semen untuk 

kegiatan pembangunan 

Sarana Olah Raga oleh 

TPK di Toko 

   

  Potongan Pajak PPN Pusat 1.495.296  1.495.296 
  Potongan Pajak Pph 22 224.294  224.294 

2. 21/05/2018 00122/KWT/10.05/2018 

Pembelian pengadaan 

bahan material di Toko 

“Bangun Membangung” 

   

  Potongan Pajak PPN Pusat 101.809  101.809 
  Potongan Pajak Pph 22 15.271  15.271 

3. 21/05/2018 00131/KWT/10.05/2018 

Pembelian peralatan kantor 

dan Rumah Tangga 

pengadaan AC di Toko 

“JM Elektrobik” 

   

  Potongan Pajak PPN Pusat 3 
78.909 

 378.909 

  Potongan Pajak Pph 22 5 
6.836 

 5 
6.836 

Sumber : Buku Kas Pembantu Pajak Kampung Kandis 
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Berdasarkan Tabel IV.3 Buku Kas Pembantu Pajak yang digunakan 

Kampung Kandis telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan 

IAI KASP 2015. 

d. Buku Kas Pembantu Kegiatan 

 

Kampung Kandis Membuat Buku Kas Pembantu Kegiatan untuk 

melengkapi pencatatan agar lebih jelas dan rinci sesuai bidang dan kegiatan yang 

diselenggarakan desa. Buku Kas Pembantu Kegiatan yang diselenggarakan oleh 

Kampung Kandis dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel IV.4 

Buku Kas Pembantu Kegiatan 

Pemerintah Kampung Kandis 

Tahun Anggaran 2018 

Bidang : Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

Kegiatan : Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

 

 

Sumber : Buku Kas Pembantu Kegiatan Kampung Kandis 

 

Berdasarkan Tabel IV.4 Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa yang 

digunakan Kampung Kandis telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 

2018 dan IAI KASP 2015. 

  

 
 

No 

 

 
 

Tgl 

 

 
Uraian 

Penerimaan  

No. 

Bukti 

Pengeluaran 
Jumlah 

Pengembalian 

ke Bendahara 

 
 

Saldo Kas 

(Rp) 

Dari 

Bendahara 

Swadaya 

Masyarakat 

Belanja 

Barang dan 

Jasa 

Belanja 

Modal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  Penghasilan dan 34.125.000 

     

34.125.000 
 9/12/2018 Tunjangan Tetap   

  Penghulu serta   

  Perangkat 
Kampung  

  

     

2 19/12/2018 Pembayaran 
biaya tunjangan 
penghulu dan 
perangkat 
kampung dari 
Januari s/d Maret 
2018 

   14.175.000   19.950.000 

     



50 

 

2. Tahap Penggolongan 

 

Tahap selanjutnya adalah mengelompokkan catatan bukti transaksi ke 

dalam buku besar. Setiap transaksi yang terjadi terkait dengan penerimaan 

pendapatan pengeluaran belanja, dan penerimaan,/pengeluaran pembiayaan  

dicatat pada Buku Kas Umum. Selanjutnya atas transaksi yang telah dilakukan 

pencatatannya akan dibukukan kedalam buku besar. Dalam hal ini Kampung 

Kandis belum membuat buku besar sesuai dengan pedoman yang ada didalam IAI 

KASP 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. 

Berikut ini merupakan contoh buku besar yang seharusnya diterapkan 

oleh Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. 

Tabel IV.5 

Buku Besar 

Nama Akun : Kas di Bendahara Desa 

 
 

Tanggal 

 

Keterangan 

 

Ref 

 

Debit (Rp) 
Kredit 

(Rp) 

Saldo 

Debit (Rp) 
Kredit 

(Rp) 

18/04/2018 Penarikan Dana ADK  139.530.800  139.530.800  

18/04/2018 Pembayaran Kegiatan 

Penghasilan Tetap 

dan Tunjangan 

  29.540.000 109.990.800  

18/04/2018 Pembayaran Kegiatan 

Operasional 

Kampung 

  5.415.800 104.575.000  

18/04/2018 Pembayaran Kegiatan 
Operasional RT/RK 

  15.300.000 89.275.000  

18/04/2018 Pembayaran 

Pembinaan Imam 

Mesjid, Khatib, 

Gharim dan Guru 

Mengaji 

  5.275.000 84.000.000  

18/04/2018 Pembayaran Insentif 

Guru PAUD Formal 
dan Non Formal 

  2.250.000 81.750.000  

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020 
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Tabel IV.6 

Buku Besar 

Nama Akun : Alokasi Dana Desa 

 

Tanggal 

 

Keterangan 

 

Ref 

Debi 

t  

(Rp) 

 

Kredit (Rp) 

Saldo 

Debit 

(Rp) 
Kredit (Rp) 

18/04/2018 Penarikan 

Alokasi 
Dana Desa 

  139.530.800  139.530.800 

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020 
 

 

 
Nama Akun : Belanja Pegawai 

Tabel IV.7 

Buku Besar 

 

Tanggal 

 

Keterangan 

 

Ref 

 

Debit (Rp) 
Kredit 

(Rp) 

Saldo 

Debit 

(Rp) 

Kredi 

t (Rp) 
18/04/2018 Pembayaran  29.540.000  29.540.0  

 Kegiatan  00 
 Penghasilan   

 Tetap dan   

 Tunjangan   

18/04/2018 Pembayaran  5.275.000  34.815.0  
 Pembinaan  00 
 Imam Mesjid,   

 Khatib,   

 Gharim dan   

 Guru Mengaji   

18/04/2018 Pembayaran  2.250.000  37.065.0  
 Insentif Guru  00 
 PAUD Formal   

 dan Non   

 Formal   

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020 

 

Tabel IV.8 

Buku Besar 

Nama Akun : Belanja Barang dan Jasa 

 

Tanggal 

 

Keterangan 

 

Ref 
Debit 

(Rp) 

Kredit 

(Rp) 

Saldo 

Debit (Rp) 
Kredit 

(Rp) 

18/04/2018 Pembayaran 

Kegiatan 

Operasional 
Kampung 

 5.415.800  5.415.800  

18/04/2018 Pembayaran 

Kegiatan 

Operasional 

RT/RK 

 15.300.000  20.715.800  

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020 
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1. Tahap Pengikhtisaran 

 

Setelah semua transaksi diposting kedalam Buku Besar. Selanjutnya ialah 

membuat Neraca Saldo. Dalam hal ini Kampung Kandis belum membuat neraca 

saldo sesuai dengan pedoman yang ada di dalam IAI KASP 2015 dan Prinsip 

Akuntansi Berterima Umum. 

Neraca saldo yang seharusnya dibuat oleh Kampung Kandis Kecamatan 

Kandis Kabupaten Siak. 

Tabel IV.9 

Neraca Saldo 

Bulan Desember 2018 
Nama Akun Debit (Rp) Kredit (Rp) 

Kas dibendahara desa 87.750.000  

Alokasi Dana Desa  81.750.000 

Belanja Pegawai   

a. Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa, 

Staff 

29.540.000  

b. Tunjangan Imam, Gharim 5.275.000  

c. Insentif Guru 2.250.000  

Belanja Barang dan Jasa   

a. Operasional Kampung 5.415.800  

b. Operasional RT/RK 15.300.000  

Jumlah 145.530.800 81.750.000 

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020 

 

2. Tahap Penyesuaian 

 

Jurnal penyesuaian merupakan analisis dan pemutakhiran akun-akun 

pada akhir periode sebelum laporan keuangann disiapkan. Di bawah ini 

merupakan jurnal pernyesuaian yang seharusnya dibuat oleh Kampung Kandis 

yang berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum. 
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a. Penyesuaian Persediaan 

 

Pada Laporan Kekayaan Milik desa tahun 2017 dan 2018 (Lampiran 1) 

persediaan bersaldo Rp 0. Hal ini menunjukkan bahwa Kampung Kandis tidak 

membuat penyesuaian terhadap persediaan yang meliputi alat tulis kantor, alat- 

alat kebersihan dan bahan pembersih, benda pos dan materai,dan alat 

listik/battery/lampu. 

Tabel IV.10 

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 

Pemerintah Kampung Kandis 

Persediaan 
Tahun 2018 

(Rp) 

Tahun 2017 

(Rp) 

Kegiatan Operasional Kantor Desa   

- Belanja Barang dan Jasa   

- Belanja Alat Tulis Kantor 1.468.731 5.156.000 

- Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan 

Pembersih 

  

- Belanja Benda Pos dan Materai   

- Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu 2.063.640  

Kegiatan Operasional BPD   

- Belanja Barang dan Jasa   

- Belanja Alat Tulis Kantor   

- Belanja Benda Pos dan Materai   

Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi   

- Belanja Barang dan Jasa   

- Belanja Alat Tulis Kantor   

Kegiatan Pembangunan Desa  152.022.768 

- Belanja Barang dan Jasa   

- Belanja Alat Tulis Kantor   

Jumlah 3.532.370 157.178.768 

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020 

 

Dari data belanja persediaan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan 

APBDes, Kampung Kandis seharusnya menghitung persediaan yang masih tersisa 

pada akhir periode dan menampilkannya pada Laporan Kekayaan Milik  Desa 

serta berdampak pada penambahan ekuitas atau aset bersih. 
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b. Penyesuaian Aset Tetap 

 

Selain itu pada Laporan kekayaan Milik Desa tahun 2017 (Lampiran 1) 

pada bagian akumulasi penyusutan aktiva tetap masih bersaldo Rp 0. Ini 

disebabkan karena Kampung Kandis tidak menghitung jumlah penyusutan pada 

aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan 

instalasi terkecuali pada tanah. 

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 (Lampiran 1) terdapat 

aset tetap peralatan dan mesin dengan harga perolehan sebesar Rp 114.544.820 

dan umur ekonomis ditaksir 5 tahun. Gedung dan bangunan dengan harga 

perolehan sebesar Rp 185.988.410 dan umur ekonomis ditaksir 10 tahun. 

Selanjutnya jalan, jaringan dan instalasi dengan harga perolehan sebesar Rp 

941.747.860 dan umur ekonomis ditaksir 20 tahun serta aset tetap lainnya sebesar 

Rp. 7.724.000 dan umur ekonomis ditaksir 5 tahun. Dengan menggunakan metode 

garis lurus, maka pertahunnya dapat dihitung sebagai berikut. 

a) Penyusutan Peralatan dan Mesin 
 

 
b) Penyusutan Gedung dan Bangunan 

 

 
c) Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 

 

 
d) Aset Tetap Lainnya 
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Berdasarkan perhitungan di atas, maka pencatatan yang seharusnya 

dilakukan oleh Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak adalah 

sebagai berikut. 

1. Pencatatan untuk penyusutan aset tetap berupa peralatan dan mesin 

Beban penyusutan peralatan dan mesin Rp 22.908.964 

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Rp 22.908.964 

 
2. Pencatatan untuk penyusutan aset tetap berupa gedung dan bangunan 

Beban penyusutan gedung dan bangunan Rp 18.598.841 

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Rp 18.598.841 

 
3. Pencatatan untuk penyusutan aset tetap berupa jalan, jaringan dan instalasi 

Beban penyusutan jalan, jaringan dan instalasi Rp 47.087.393 

Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan instalasi Rp 47.087.393 

 
4. Pencatatan untuk penyusutan aset tetap lainnya 

 

Beban penyusutan aset tetap lainnya Rp 1.544.800 

Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya  Rp 1.544.800 

5. Tahap Pelaporan 

 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Pemerintahan 

Kampung Kandis membuat Laporan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

APBDes (Lampiran 2) untuk mencatat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 

tujuannya untuk mengetahui sisa lebih/kurang perhitungan anggaran diakhir 

periode. Selanjutnya Kampung Kandis membuat Laporan Kekayaan Milik Desa 

(Lampiran 1) yang menyajikan aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban dan 

ekuitas pemerintah desa per 31 Desember tahun anggaran. 
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a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

 

Laporan ini menyajikan Realisasi Pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

dari Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. 

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang 

merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali 

oleh desa. Adapun pendapatan desa tersebut terdiri atas pendapatan asli desa, 

pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. 

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam 1 anggaran yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa meliputi bidang penyelenggaraan 

pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa,bidang pembinaan 

kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. 

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa 

dikelompokkan menjadi penerimaan pembiayaan yang meliputi Sisa lebih 

perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan 

meliputi penyertaan modal desa. 

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang digunakan Kampung 

Kandis telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan IAI KASP 

2015 serta telah sesuai dengan Prinsip akuntansi Berterima Umum. 
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b. Laporan Kekayaan Milik Desa. 

 

Laporan Kekayaan Milik Desa berisikan Aset dan Kewajiban dimana 

aset terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar. Sedangkan kewajiban merupakan 

hal yang harus dipenuhi oleh desa seperti hutang. Kewajiban dalam hal ini 

meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Laporan 

Kekayaan Milik Desa tidak menyajikan perbandingan dengan tahun sebelumnya. 

Laporan Kekayaan Milik Desa harus dilakukan secara sistematis dan tentunya 

akuntabel yang artinya laporan tersebut mudah dimengerti dan jelas 

perhitungannya sesuai dengan format standar akuntansi. Kampung Kandis telah 

menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018 dan IAI KASP 2015, namun belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi 

Berterima Umum.     
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan serta memberikan saran yang 

bermanfaat. 

5.1 Simpulan 

 

1. Proses akuntansi Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak 

sudah sesuai dengan prinsip akuuntansi yang dimulai dari tahap pencatatan 

transaksi, tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran, tahap penyesuaian, 

dan tahap pelaporan. 

2. Dasar pencatatan yang digunakan di Kampung Kandis Kecamatan Kandis 

Kabupaten Siak adalah cash basic yaitu setiap transaksi dicatat pada saat 

menerima kas atau pada saat keluarnya kas. 

3. Pemerintah desa Kampung Kandis tidak menghitung Laporan Kekayaan 

Milik Desa dan penyusutan terhadap aset tetap. 

4. Tidak melakukan perhitungan persediaan yang masih tersisa diakhir 

periode akuntansi. 

5. Penerapan akuntansi pada pemerintahan Kampung Kandis Kecamatan 

Kandis Kabupaten Siak belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip 

Akuntansi Berterima Umum. 
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5.2 Saran 

 

1. Sebaiknya Kampung Kandis membuat penyusutan terhadap aset tetap pada 

Laporan Kekayaan Milik Desa supaya laporan keuangan yang disajikan 

lebih akurat. 

2. Sebaiknya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa, Pemerintah Kampung 

Kandis menghitung persediaan yang masih tersisa diakhir periode karena 

di dalam akuntansi dikenal dengan prosedur penyesuaian yang nantinya 

akan berpengaruh terhadap laporan keuangan. 

3. Sebaiknya nilai tanah disajikan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa 

karena desa memiliki tanah tersebut. 

4. Sebaiknya Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dalam 

pembuatan laporan keuangan berpedoman pada Prinsip Akuntansi 

Berterima Umum. 
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